BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI
PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PEGAWAI

Menimbang

Mengingat

NEGERI SIPIL (NON PNS) PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa dalam rangka mencapai tertib administrasi

pengelolaan  keuangan daerah  khususnya  biaya
perjalanan dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan
Non Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara agar lebih efektif dan efisien, perlu
dilakukan langkah-langkah yang tepat;

. bahwa ketentuan jumlah hari perjalanan dinas dalam

satu bulan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 4
Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan
Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non
Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Pemerintah Daerah
Kabupaten  Kutai  Kartanegara, perlu dilakukan
penyesuain;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1820);
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2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890j;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Repulik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republilk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Rerpublilk Indonesia Nomor 4578);
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10.

11,

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593};

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5135);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, yang telah diubah dua kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi
Pejabat/Pegawai dilingkungan Kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Peratuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri
bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak
Tetap;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9
Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2011 Nomor 9);
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Menetapkan

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10

Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11

21.

Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor
12);

22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008

Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah dilLingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA.

PASAL 1

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Bupati Nomor 4
Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan
Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non
Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :
(2) Jumlah hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan
paling banyak 9 (sembilan) hari.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :
(3) Perjalanan dinas yang melebihi 9 (sembilan) hari,
harus mendapat persetujuan dari Sekretaris
Kabupaten atau Pejabat yang berwenang.



Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 September 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
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RITA WIDYA

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAYVKARTANEGARA

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 196503021994031011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR 47



